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ABSTRAK :  - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan 
Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07/2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana 
Desa. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 239, TLN No. 6570), PP 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, 
TLN No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 
5864), PP 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 
No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 
229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran; pengalokasian; penyaluran; penatausahaan, 
pertanggungjawaban, dan pelaporan; penggunaan; pemantauan dan evaluasi; dan sanksi. Menteri 
Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD. Penyaluran Dana Desa 
menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan 
Dana Desa. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan 
berkeadilan. KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pertanggungjawaban 
penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyampaikan 
laporan kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui 
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Dana Desa 
diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas 
di Desa. Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan 
penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, 
dalam hal terdapat permasalahan Desa.  

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Permenkeu RI 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan 
Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 
156/PMK.07/2020 serta Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Permenkeu RI 101/PMK.07/2020 tentang 
Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 29 
Desember 2020. 

  - Lampiran: halaman 67-92. 

 


